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BAB I Pendahuluan


BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta untuk menciptakan kemandirian dalam melaksanakan pembangunan nasional, Negara Indonesia menganut asas desentralisasi yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip desentralisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan demikian, daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna. Sumber-sumber pembiayaan dalam melaksanakan penyelengggaraan otonomi daerah, seperti yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang terdiri dari wilayah daerah yang bersangkutan meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah, Deviden dan Penjualan Saham milik daerah serta sumber pendapatan lain yang sah.

Dalam hal Pajak Daerah, seluruh daerah di Indonesia pada mulanya masih menggunakan Undang-Undang produk lama yang mungkin telah usang dan mungkin tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan zaman sekarang. Dalam sistem dan struktur perpajakan dan retribusi yang lama, dasar hukum pungutannya diatur dalam berbagai Undang-Undang atau Ordonasi yang sebagian merupakan produk kolonial.

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah misalnya, memang memberi peluang kepada daerah untuk melakukan pungutan banyaknya jenis pajak, sayangnya beberapa diantaranya justru menyebabkan pendapatan daerah mengalami defisit yakni menuntut biaya administrasi yang lebih tinggi daripada hasil yang dipungutnya.

Hal sama terjadi pula dalam pungutan Retribusi Daerah yang masih menggunakan Undang-Uindang lama yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957. Didalam Undang-Undang yang berisi Peraturan Retribusi Daerah itu mengandung beberapa kelemahan, misalnya hasil yang dicapai dalam pungutan retribusi kurang memadai jika dibanding dengan biaya penyediaan jasa dari daerah.

Salah satu langkah guna mengantisipasi era globalisasi adalah pembenahan kebijakan fiskal dan moneter, yaitu dalam konteks kebijakan fiskal khususnya mengenai perpajakan daerah harus diupayakan adanya harmonisasi antara kebijakan fiskal pusat dengan daerah. Salah satu bentuk harmonisasi tersebut adalah sinkronisasi Sistem dan Struktur Perpajakan Pusat dan Daerah melalui reformasi Perpajakan Pusat dan Daerah, yaitu untuk lebih memberdayakan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah agar mampu menjalankan otonominya.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu Udang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan hasil reformasi perpajakan yang dibentuk dengan tujuan untuk lebih menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur perpajakan daerah, meningkatkan pendataan, memperbaiki Sistem Administrasi dan Retribusi Daerah, mengklasifikasikan retribusi, serta meyederhanakan Tarif Pajak dan Retribusi Daerah.

Salah satu sumber pendapatan Asli Daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai Pemerintahan Daerah dan Pembanguna Daerah adalah Pajak, yang mana pajak daerah ini banyak jenisnya dan berbeda pemungutnya diantaranya adalah jenis-jenis pajak daerah tingkat I terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. Sedangkan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah tingkat II yang dikenakan terhadap pelayanan atas jasa hotel. Selain tempat istirahat atau sekedar makan dan minum, hotel juga menyediakan fasilitas yang dapat memudahkan kegiatan para pelaku usaha diantaranya dengan tersedianya tempat atau ruangan untuk konferensi atau rapat dan fasilitas lainnya. Maka dari itu, Pajak Hotel mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli daerah kota Bandung.

Dan dalam menunjang pembangunan Nasional maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakannya, salah satunya adalah Otonomi Daerah. Berdasarkan pada Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 menegaskan bahwa “Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendaygunaan potensi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat peraturan dan kesatuan bangsa”.

Pajak Hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah Tingkat II yang dikenakan terhadap pelayanan atas jasa Hotel. Dan penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian terhadap “Peranan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Dalam Menunjang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pada SubDinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi dan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

2. Bagaimana Peranan Pajak Hotel bagi Pendapatan Asli daerah Kota Bandung dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dan Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui Peranan Pajak Hotel bagi pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dalam pelaksanaan otonomi daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara Praktis

a. Bagi Instansi, dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, bahan pertimbangan serta evaluasi dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

b. Pengembangan ilmu Akuntansi, dalam hubungannya dengan pengembangan ilmu Akuntansi dapat lebih bermafaat dan bernilai, guna mendukung pengembangan ilmu Akuntansi itu sendiri sehingga ilmu Akuntansi dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan teknologi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh Negara kita bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi Pemerintah tidak bisa melaksanakan pembangunan Nasional tanpa adanya biaya yang memadai, pembiayaan dinegara kita sebagian bisa berasal dari penerimaan pajak setiap tahunnya.

Pajak merupakan salah salah satu sumber pendapatan Negara yang paling besar jumlahnya dan pengaruhnya bagi pembangunan disuatu Negara, selain tergantung pada Sumber Daya Manusianya dan dana yang dimiliki oleh Negara yang bersangkutan. Selain itu pajak sebagai sumber penghasilan atau pemasukan uang ke kas Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kas.

Pemungutan pajak telah ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum didalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Segala pajak untuk keperluan kas Negara berdasarkan Undang-Undang”. Hal ini berarti bahwa pemungutan pajak harus disetujui oleh rakyat karena pajak merupakan beban bagi rakyat.

Menurut Rachmat Soemitro dalam buku Perpajakan menyatakan bahwa :

“Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

(2002 : 1)   

Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan yang didapatkan oleh masing-masing daerah dalam menunjang Otonomi Daerah. Dan menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan menyatakan bahwa : 

“Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut”.

(2003 : 1)

Sesuai dengan Pembagian Administrasi Daerah, pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

1. Pajak Daerah Tingkat I

2. Pajak Daerah Tingkat II

Otonomi daerah yang dilaksanakan di Negara Republik Indonesia telah diatur dalam kerangka pemikirannya antara lain dalam pasal 18 UUD 1945, yaitu “Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Tujuan pemberian Otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.
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1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penulis melaksanakan Penelitian pada Kantor Dinas Prendapatan Daerah Kota Bandung yang beralamat di Jalan Wastukencana No.2 Bandung 40111.

Adapun waktu untuk melaksanakan Penelitian dimulai sejak tanggal 1 Mei 2005 sampai dengan tanggal 1 juli 2005.

Peranan Pajak Hotel Bagi Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Penyelenggaraan Otonomi Daerah





Landasan Teori:


Pajak Hotel Menurut Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2003


Pendapatan Asli Daerah Menurut Abdul Halim 


Otonomi Daerah Menurut HAW Widjaja





Variabel Y


PAD Dalam Menunjang Penyelenggaraan OTDA


Realisasi dari Tahun 2000 s/d 2004





Variabel X


Pajak Hotel 


Realisasi dari Tahun 2000 s/d 2004





Statisik Korelasi Pearson
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